






















PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 
NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
 

I. UMUM  
 
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2022 
disusun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 dan surat Menteri Dalam Negeri nomor 
900.1.15.1/7476/Keuda/tanggal 15 Maret 2023 perihal Penyusunan 
dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022. 
Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu hak 
Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan sehingga otonomi daerah mempunyai dua arti yakni 
kewenangan mengurus (bestur) dan kewenangan mengatur 
(regelende), oleh karena itu kewenangan pembentukan suatu PERDA 
merupakan kewenangan attribus yang berasal langsung dari 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Ketentuan  mengenai kewenangan pembentukan PERDA diatur 
secara khusus dalam pasal 18 ayat (6). 
Dengan dasar pertimbangan diatas maka Pemerintah Daerah 
menyusun Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 yang telah terlebih dahulu diaudit oleh BPK  RI. 
Secara umum PERDA ini memuat materi materi pokok yang ada 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang 

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan 
SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE), 
Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan 
(CALK). 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
 Ayat (1)  

Cukup Jelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ayat (2) 
  Cukup Jelas 

Pasal 2 
 Cukup Jelas 

 
Pasal 3 
 Cukup Jelas 

 
Pasal 4 
 Cukup Jelas 
 
Pasal 5  
 Cukup Jelas 
 
Pasal 6 
 Cukup Jelas 
 
Pasal 7 
 Cukup Jelas 
 
Pasal 8  
 Cukup Jelas 
 

Pasal 9 
 Cukup Jelas 
 
Pasal 10 
 Cukup Jelas 
 
Pasal 11 
 Cukup Jelas 
 
Pasal 12 
 Cukup Jelas 
 
Pasal 13 
 Cukup Jelas 
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